
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195$. tentang Pembentukan 
Daerah - Da7erah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, ::r:ambahan Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Banqunan- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Repub.lik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

.:::. bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
dan Perdesaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kata 
Makassar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Mak.assar Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2010; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan ·pasal 114 Peraturan Daerah Kata 
Makassar Nornor 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, 
mengenai hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2010 ditetapkan lebih lanjut oleh 
Walikota; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dipandang perlu pengaturan tata cara pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak,~ud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wa1ikota 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kota Makassar; 

WALJKOTA MAKASSAR, 

o::NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR 

?ERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 

NOMOR 50 TAHUN 2012 
TENT ANG 

·:::!c:~..!. C~~ PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
~.:...:D::SAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA MAKASSAR 
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Re.publik· Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

4: Undang-Undang "'omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 1i Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355): 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan .:... Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

:). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 · 
Nomcir 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

, .. - 
l. 
! 

~- t 

- • 



~---···------ 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Makassar. 
2. Walikota adalah Walikota Makassar. . 
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Dae.rah yang menangani 
Pajak Daerah. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 
menangani Pajak Daerah. 

6. Uriit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjudnya disingkat UPTD 
adalah unit pelaksana teknis yang membantu Kepa!a Dinas 
dalarn. ;:>engel::l!aan PBB. 

1 Kas Da;r:ah .=:al::~· Bank. yang ditunJuk oleh Pemerintah KJta 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
DI KOTA MAKASSAR. 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 -, Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan 
Daerah (Lemb_aran Daerah Kata Makassar Tahun 2009 
Nomor03) 

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 
Nomor 03); 

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 201 O tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2102 
Nornor Z). 
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v. r~ ;:x.:rrs c:a:t ·~-c; t;"_....,1 ?~asaa;i Ca;i Pe(,......-::.:-; ai:!~"l 
Pa~~ s.:as ~~ ~~J2:a.u bang:.-nan yang dar~'(i. d!.rruasai. 
dan/a!au c~at.l<an oleh orang pn"badi atau badan, kecua!i 
km·1asan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhut.anan dan pertambangan. 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah kota. 

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan 
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau 
laut. 

11. Bank Persepsi adalah bank sehat yang ditunjuk pemerintah kota 
Makassar dalam penerimaan/ penyetoran Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau 
Bangunan yang dlmiliki, dlkuasal, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribacfi atau 
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai , dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

14. Wajlb Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki. 
menguasai, danlatau memperoleh manfaat atas Bangunan dan 
dikenakan kewajiban membayar pajak. 

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha MHik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun finna, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau orqanlsas! lainya, lembaga · 
dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif. 

16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan .ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP. 
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"'iS. Nilai Jual O:>-i="- ?aja!(, yang selanjutnya disipgkat NJOP adalah 
harga rara-rata yang diperoleh dari transaksi [ual beli yang terjadi 
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai 
Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual 
Obyek Pajak Pengganti. 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan 
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang terutang kepada wajib pajak. 

20. Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang 
selanjutnya disingkat STBP-PBB adalah bukti pelunasan Pajak 
Bumi dan Bangunan. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah 
pokok pajak yang terutang. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif dan 
jumlah pajak yang masih han.is dibayar. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPbN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besamya dengan jumlah pajak terutang. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

26. Tim Pemungut PBS Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disebut Tim Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk 
oleh Dinas untuk melakukan aktivitas pemungut pajak. 

27. Keputusan adalah penetapan tertulis dibidang perpajakan yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan 
Perundang-un~i!ngan perpajakan dan 'dalam rangka pelaksanaan 
undang- undang penagihan pajak dengan Surat Paksa. 

28. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang 
perpajakan antara wajib pajak atau pena_nggung pajak dengan 
pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkan Keputusan yang 
dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak 
berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan, tennasuk 
gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang - 
undang penagihan pajak dengan Surat Paksa. 

29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib 
pajak atau penanggung pajak terhadap suatu Keputusan yang 
dapa; diajukan banding, berdasarkan peraturan perundangan 
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BABU 
RUANG LINGKUP 

PasaJ2 
(1) Tata cara pemungutan PBB dalam peraturan ini meliputi: 

a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru; 
b. Tata cara pendataan dan penilaian obyek pajak; 
c. Tata cara penerbitan SPPT PBB; 
d. Tata cara pembayaran PBB; 
e. Tata cara mutasi sebagian/ seluruhnya objek dan subjek PBB; 
f_ Tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB; 
g. Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administrasi PBB dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, 
SKPD PBB, dan STPD PBB yang tidak benar; 

h. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo; 
i. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan 

kompensasi PBB; 
j. Tata cara pengurangan PBB; c 
k. Tata cara penagihan PBB; . 
I. Tata cara pengajuan keberatan PBB; 
m. Tata cara pemberian informasi PBB; 
n. Tata cara pendaftaran obyek pajak. 

(2) Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a adalah pendaftaran objek pajak PBB yang belum 
terdaftar pada administrasi Pemenntan Daerah. 

(3) Pendataan dan penitaian -objek pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1t huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis 
data PBB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malcassar. 

(4) Penerbitan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak massal PBB 
atau berdasarkan pendaftaran langsung wajib pajak. 

(5) Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
adalah proses pembayaran PBS yang dilakukan oien Wajib Pajak 
rnelalui psyment online system pada TP PBB atau TPE yang 
harus :::r:.::~:s; :::sling larnbat 6 (enam) bulan sejak tanggal 
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30. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib 
paja_k atau p:nanggung pajak terhadap suatu keputusan ~ng 
dapat diajukan gugatan berdasarken Peraturan Perunda)tg'an 
yang bertaku, ~ 

31. Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada peng~n 
pajak yang bensi jawaban atau alasan banding yang di~n 
oleh pemohon banding. 

32. Surat tanggapan adalah Surat dari te19ugat kepada penga~n 
pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan 
penggugat ~ 

33. Surat Bantahan adalah Surat dari pemohon banding S'tau 
penggugat kepada pengadilan pajak yang bensi bantahan<:at.as 
surat uraian banding atau surat tanggapan. 0 
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BAB Ill 
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB 

Bagian Pertama 
Tata Cara Pendaftaran Objek PBB 

Pasal3 
• .::::::--dai"-..aran objek PBB baru, dilakukan oteh subjek pajak atau 

""~:.!::) µajak dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. .M~ngajukan pennohonan secara tertulis dalam Bahasa 

:-cac~fa yang ditujukan kepada ·Walikota melalui Dinas 
?::1capatan: 

: M~r.igir SPOP. tsrmasuk LSPOP. dengan jelas, benar dan 
e~;~ap~ 

- F =~~~::- SPO? ·~isedia;c:a:-1 da:i dacai diperclsh .c·s~:?n ':f..:~s- 

(6) Mutasi objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e adalah perubahan atas data objek/subjek pajak yang 
diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. 

(7) Penerbitan salinan SP_PT/SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai 
pengganti SPPT/SKPD yang hilanglbelum diterima wajlb pajak. 

(8) Pembatalan dan/atau Pembetulan SPPT/SKPD/STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses 
penertlitan Keputusan Pembatalan dan/atau Pembetulan 
SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat penerbitan 
SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan 
tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan 
ketenluan tertentu dalarn peranrran perundang-undangan 
perpajakan. 

(9) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud · 
pada ayat (1) huruf h adalah penentuan kembali tanggal/saat 
jatuh tempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena 
keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian 
SPOP atas pennohonan wajib pajak karena sebab-sebab 
tertentu. 

1'i0) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah proses penyelesaian atas 
kelebihan pembayaran PBB kepada wajib pajak. 

~ 1J Pengurangan PBB Terutang sebaqairnana dimaksud pada 
ayat (1) huruf j adalah pemberian pengurangan pembayaran 
atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB 
yang terutang. 

·i21 Penagihan PBS sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf k 
adalah tata cara penagihan wajib pajak yang tidak dibayar atau 
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. 

:. :.. 3.' Pemberian infonnasi PBB sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) 
huruf m adalah pemberian informasi PBB atas permohonan 
wajfb pajak. 
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Paragraf2 
Tata Cara Penilaian Objek PBB 

Pasal6 
• ~ 1 P:niialan obje~ PBS dilakukan oleli Pemerintah Kota baik secara 

Tassal. rnaupun secara indr.iidu21 dengan menggunakan 
---.r.-~-·~""" ---••""'l:·--··.r=r"r •-f-~ ,.;;...=,,.,~.,L.-,, ~-= .. ...;.-::.~:~1• ~-:;;•1..>::i.•=•·' z-·-:: .;)G •• -• ... .,,,,\_.~··· 

Pasal5 
Ketentuan lebih rinci mengenai Pendataan opjek PBB tercantum 
ca'am lampiran II Peraturan Walik.ota ini. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB 

Paragraf 1 
Tata Cara Pendataan Objek PBB 

Pasal4 

0) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Makassar dengan menuangkan hasilnya dalam Q formulir 
SPOP. 

i2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: 
a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; 
b. ldentifikasi objek pajak; 
c. Verifikasi data objek pajak; 
d. Pengukuran bidang objek pajak. 

' 

. _ .... : ::-:~~IJ\ : 
• • . . - - . ··.· - .:._.,.;;~ .. ~ ui1i lciili"1.-1ya; 

,,. ,- •. • · · ·• ' ~-!! ~-.,,. r- ·"'-111 "1lik::in/n.,.nn• ,..,, .. .,..,, .. ~pemanfaatan "" ..... -. ........... ..,,.., """"'"··- ........ i"""" .•... , ... ., ... i;> .... _. ,_ .. 

t*3-_,-I- t-~-"!,t':l ...... £1A t~ .. ~ .. :- .. ~t.•.I.., -•• - ·-~•• ·--• __ :_ .• Is); 
~: ::.::: \-··-: ~::::·.:..:~: ·:.-~·:;·.:;;· ... ·::-.:· .. ·:·.·-a :!~I I 1u11 • ye11 •~ ~OJOIU 1 

3) Fotocopy lzin Mendirikan Bar.g!.!!"!en (IMB} b~gl y~!1g 
memiliki bangunan; 

4} Fotocopy NPWP (ba,..,; ,,~,..., . ., m-=·,.._,;!:!t1 ~.:r.-·.ri?)· ~· 1-~·~ -.. •• .. • 

5) Fotocopy SSB/SSPD BPHTB; 
6) Surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh 

Camat setempat. 
{2) Ketentuan lebih nnct mcnqcnal pendaftaran objek PBB 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini. 

sv~!~" :- ; ... : '·· ~ • z': .. ·:.~~': ;·:.;:~: ~ :u . ~ --~ .. n.. ~ .... ! .J;:.~f :•:;.:i:.~,·,gar.~ 
oleh bukan sublek pa1i~t- ,,,._ .. ,..-;.... ~ ~,.,,. ~' ..,.., ·- .·!•!.,.mp·1ri 

' •C.•l J J"'4•• -···- ··-·.-·- r•·1- •• ··-·-·- ..... .:.. 

dengan Surat Kuasa; 
.. I:'···-• --·--'----- _, __ c:-n"o •- ...... - ..... ": 1_-BPOP disampaikan 

... .; .. _~ • ..- . ·: ~,~ ~::i?~u~ S?OP: 
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(1) SPPT PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk . 

(2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, 
khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB, 
maka penandatanganan SPPT PBB dapat di!akukan dengan : 
a. Cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak 

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih; 
b. Cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak 

dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) . 
(3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui : 

a. Pehcetakan massal; 
b. Pencetakan dalam rangka : 

1) Pembuatan salinan SPPT PBB; 
2) Penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas 

keputusan keberatan. pengurangan atau pembetulan; 
3) Tindak ianjut pencaftaran objek pajak baru; dan 
~) t.lutasl obje!C dania.ra.; s!!::::.a;.; pajak. 

' • ' 
~: 
I 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penerbitan SPPT PBB 

Pasal9 

i 
I 
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.• 

Pasal8 
(1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) dapat berupa : 
a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan 

pendekatan data pasar; 
b. penilalan individual baik untuk tanah maupun bangunan 

dengan pendekatan blaya: 
c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan 

pendekatan kapitalisasi pendapatan. 
(2) Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB secara 

inividual tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini. 

• 

I 
l 

I 
J 
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Pasal7 
(1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

dapat berupa : 
· a. · penilaian massal tanah; 

b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya 
Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak standar; 

c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya 
Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak non standar. 

(2) Ketentuan /ebifi rinci mengenal penifaian objek PBB secara 
massal tercantum dalam lampiran Ill Peraturan Walikota ini. 

I 

l 
i 
i 
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t 

digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP). 
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Bagian Keenam 
Tata Cara Penerbitan Salinan. SPPT SKPD PBB. 

Pasal 18 . 
ts t Aias dasar belum ditefimanya SPPT atau sebab lain, wajib Pajak 

:ia=a: mangajukan pennohonan penerbitan salinan SPPTI SKPD 
;::33 secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas. 

~-Z ;.e~:)9kapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD 
PE3 antara lain; 
-s Surat Permohonan Penerbitan Salinan; 
= Surat penganta~ dari Kelurahan; 
~ 5T3PtSTTS lunas PBB Tahun sebelumnya atau tahun 

''"'~:<=':an· -- .. ._- ,., 
KarrJ randa ii:!enitas pernoaon lqP/SlM: 

{1) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat 
mengajukan permohona~ mutasi sebagian/seluruhnya objek 
dan subjek PBB. · 

!2) Kelengkapan ·permohonan mutasi objek dan subjek PBB • 
. meliputi: 
a. Surat permohonan mutasi; 
b. Bukti perolehan/pengalihan objek pajak; 
c. Bukti lunas PBS tahun sebelumnya; 
d. Mengisi SPOP dan LSPOP; 
e. Fotocopy SSB/SSPD BPHTB; 
f. Fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM; · 
·g_ Fotocopy bukti kepemilikanlpenguasaan/pemanfaatan tanah 

(sertiflkat/AJB/Rinci/dokumen lain yang sejenis); 
n, Surat Pengantar dari Lurah; 
r, Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 

'31 Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB 
.rielalui penelitian kantornapangan dan penuangan dalam Serita 
Acara melalui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang. 

Pasal17 
U!..;-:Bs.i sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB dilaku~an dengan 
~~gunakan formulir sebaqatmana tercantum dalam lampiran VII 
~~::.:ran \'Valikota lni, 

Pasal ·16 

Bagian Kelima 
Tata cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya 

Objek dan Subjek PBB 

Pasal15 
Ketentuan Jebih rinci mengenai pembayaran PBB tercantum dalam 
lampiran VI Peraturan Walikota ini. 

.. 

I 

•• 



i} Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terhutang wajib pajak 
dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran atau kompensasi PBB. 

(°21 Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan 

'sebagal berikut : · 
a. STBP/STTS asli dan STBP/STIS foto copy; 
b.. ·Bukti lunas PBB tahun sebelumnya; 
c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
d. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa 

Wajib Pajak dalarn hal dikuasakan; 
e. Nomor rekening atas nama wajib pajak. 

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan 

Kompensasi PBB ,; 
Pasal26 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggaf Jatuh Tempo 

Pas~l24 
(1) Atas dasar keter1ambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan 

wajib pajak dapat mengajukan pennohonan penentuan kembali 
tanggal jatuh tempo . 

(2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan 
dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 
a. SPPT PBB yang sudah .diterima yang dilengkapi dengan 

tanggal bukti penerimaan; 
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
c. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa 

Wajib Pajak dalam ha! dikuasakan. 

Pasal25 
Rincian lebih lanjut mengenai penentuan kembali tanggal jatuh tempo 
tercanturn dalam lampiran X Peraturan Walikota ini. 

PasaJ23 
Rincian lebih lanjut mengenai Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Adminlstrasi PBB dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, 
SKPD PBB, dan STPO PBB yang tidak benar, tercantum dalam 
lampiran IX Peraturan Wallkota ini. 

Surat Kuasa (apabila dikuasakan): 
Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa 
Wajib Pajak dalam hal dikuasakan. 

• 

• 



(2) Dalam hal pennohonan pengurangan tidak dapat 
dipertimbangkan, Kepala Dinas dalam waktu paling lama 20 hari 
kerja sejak permohonan itu <!iterima harus memberitahukan 
secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada : 
a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan 

secara perseorangan; 
b. Pengurus legitJn veteran atau organisasi terkait lainnya dalam 

hal permohonan diajukan secara kolektif; 
(3) Dalam hal pennohonan pengurangan tidak mendapatl<an 

pertimbangan wajib pajak dapat mengajukan kembali sepanjang 
persyaratan telah terpenuhinya. 

Pasa135 
(1) Keputusan Pengurangan dapat berupa mengabulkan 

seluruhnya, sebagian atau menolak pennohonan wajib pajak. 
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan hasil penelitian. 

Pasal34 
(1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dianggap bukan 
sebagai pennohonan pengurangan sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan. 
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Pasal33 
Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan 
persyaratan : 
a. Satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dalam tahun yang 

sama; 
b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan besaran 

persentase pengurangan yang dimohonkan kepada Kepala Dinas; 
c, Diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi terkait 

lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat; 
d. Diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima; 
e. Dilampiri Foto copy SPPT yang aimohon pengurangan; 
f. Diajukan dalam jangka waktu : 

a) tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 
b) Tiga bulan sejak terjadinya bencana-alam atau kejadian Juar 

biasa. 
g. Tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya. Sejak 

dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena 
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. 

h. Tidak sedang diajukan pennohonan keberatan atas SPPT yang 
dimohon pengurangan. 

( 

I 

h. Pemberian pengurangan hanya diberikan 1 (satu) obyek yang 
dimiliki dan ditempati . • '·· ~ l ... 

' 

-- . 



··"'"" ==-~~-; parsyaratan terhadap pengajuan keberatan 
S?:&::_-a,.maria dimaksud daiam pasal 41, dilaksanakan oleh Oinas 
.:2. ~ ..-~unakan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan 
4".=--¢- :: . .a:i ?BB:. 

•. 
Pasal42 

a. - ~ 

¥ •• 

" 

Pasal41 
• !(;-~eratan diajukan secara tertulis, langsung kepada Kepala 

e:~.as. 
fZ1 oa·~~an dalam waktu: 

=: T1ga bulan sejak diterimanya SPPT Tahun berjalan; 
- ·Saru bulan sejak diterimanya SKPD - PBB. .z 

\.~ Tz-s~a\ Penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk 
~-;;::roses Surat Keberatan adalah : 

T.ar-.ggaJ terima surat Keberatan dalam hal disampaikan 
secara iangsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada 
::en .. 1gas pelayanan "PBB; 

·-ra-ggal tanda penqiriman Surat Keberatan, dalam hal 
~>:r.paikan melalui pos dengan bukti pengiriman Surat. 

. ~ 

Bagian Kedua belas 
Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB 

Pasal40 

• ~ ~ Keberatan PBB dapat diajukan atas : 
a, SPPT; atau 
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBS (SKPD PBB). 

r.2_ • Keberatan dapat diajukan dalam hal : 
a. 'Najib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi 

dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak buml dan/atau 
bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau 

- Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB . 

Pasal39 
Ketentuan lebih rinci mengenai penagihan PBB tercantum dalam 
a-nplran XIII Peraturan Walikota ini. 

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus; atau 

c, Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran pajak. 

.- 

' 
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.. 

·:!~ :r.-'b.!I atas p:rmasalahan/ s_engketa pajak yang 
•eit::.~a: ;:e.'1~,. di Psngadllan pajak diatur sesuai dengan 

.-'4>t:4l.c.,.,..?ea ·1a .• ?-~""rda'1'Q-Undangan yang berfaku . 

a. 
, 

b. 
• . 

. 

BABIV 
SENGKETA 

Pasal 46 

·~· 

Pasal45 
;~ =c:ra :eTC-::ri:?o-Jnfcrmasi dimaksud diatas seperti tercantum 
;;;aia:;.., '2:~ rr.E'."' X'l?erafuran \'l/atikota ini 

t~)' .t=as casar kebutuhan informasi wajib pajak melalui fungsi 
=ie'z_ra"!2:1 capat meminta informasi kewajiban perpajakinnya. 

,~: ~eai-;=a~ ,~rpajakannya meliputi print lunas tunggakan dan 
~· ~.-7:-Sr:igan atas NJOP Bumi dan Bangunan. 

Pasal44 

Bagian Ketiga belas 
Tata Cara Pemberian lnforinasi PBB 

.!.:-~;.,LlJan iebih rinci mengenai pengajuan Keberatan PBB tercantum 
~a~ iamplran XIV Peraturan Walikota ini. 

Pasal43 

Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan 
secara perseorangan: atau 
Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara 
kolektif . 

(2) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, 
dianggap bukan sebagai Keberatan, sehingga tidak dapat di 
pertimbangkan. 

(3) Dalam hal Keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat 
sebagian pengajuan Keberatan tidak memenuhi persyaratan, 
maka atas sebagian pengajuan keberatan yang tidak memenuhi 
persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan. 

(4) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal 
penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan 
yang mendasari, kepada : • 
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E.. AGARJAYA 
c-..::::o::-SKOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 

I 

J 

A H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN: 

Ditetapkan dl Makassar 
pada tangga 

WALIK 

- 

Pasal 48 
Peratt.iran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kota Makassar. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Kepala Dinas Pendapatan Kata Makassar melakukan fasilitasi 
pelaksanaan Peraturan Walikota ini. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran- lampiran sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan 
sosialisasi dan bimbingan · teknis untuk kelancaran penerapan 
Peraturan Walikota ini. 

Pasa147 

BABV 
FASILITASI 
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?""2;3-a""· .r:--er.yerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pendataan untuk 
. · · *2 ~ aermasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian 

i,--.,,,~a;a,...;,,· ..... :c;a""'· n dan merevisi SPOP tersebut Jetapi jika tidak, SPOP dapat langsung 
\lS.~.a.n ke dalam arsip serta basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan 
;f,a;;,_:¢c~ ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesal ~ . 

. menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP 
•.. v :~:i ::Hterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan 

·;.,;_, ·~.;-a. s~lain itu, pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak 
·· · · - • -:.:;igan adanya daftar ini. 
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WALIK MAKASSAR, 'J' 
~1- 

)1 H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN 

l 
t 

' ' 

l t -ANGKAH6 r F:mgsi pengolahan data menyimpan data - data ini ke dalam basis data mereka 
i atu mengembalikan dokumen - dokumen aslinya ke fungsi pendataan. Fungsi 
\ :'5ndataan kemudian akan menyimpan dokumen - dokumen ini kedalam arsip 
i . { .r=ng sesuar, 

:!erdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta blok, 
5POP, serta net konsep sket/ peta ZNT, fungsi pendataan akan meneliti data-data 
-iasukan ini kemudian menyerahkanya ke fungsi pengolahan data. 

!...ANGKAH 5 
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,.G. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN 

. .. .. 

::-e-Catangi petugas pelayanan PBB dengan membawa dan 
· ._ acan permohonan Penerbitan salinan SPPT, Lunas bayar 

'-!' ... ,•, e::i~!:a. . 
. f.n=t·TJ= an PBB menerima berkas pengajuan dan menyerahkan 
:.··~ ·;;,.. ::e-:-"'.as yang berisikan tanggal penyelesaian kepada Wajib 

·~ 

' ' . • ~.ata dan lnformasi adalah unit yang menerbitkan salinan 
~~=- ada pengajuan penerbitan salinan SPPT tahun yang sudah 

. ··. =~aa:-: dengan melampir1<an STIS pelunansan Pajak Tahun 
.:;,::&s: =·':)J KTP permohonan atau kuasa dari pemohonnya. Wajib 

~~:rr.:.~ Surat Pemberitahuan Pajak terhutang {SPPT) PBB yang 
~ ~sn SPPT Asli sebagai media pembayaran kewajiban PBB 
' 

.. 

• 

' ~"'!lr.J:'.tl 
... ·~an SPPT PBS i~i dilaksanakan ketika ada pengajuan 

.•. ~rbita salinan SPPT PBB dikarenakan SPPT PBB belum 
· ·.: · .~..ak setelah cetak massal dilaksanakan dan didistribusikan 
., · ~:<.ataupun SPPT karena sesuatu dan lain hal SPPT tersebut 
::· _· •. dalam Himpuf,lan Ketetapan Pajak SPPT tersebut terdaftar 

~::.se-ouR PENERBITAN SALINAN SPPT PBB 

._.:..l\JRAN WALIKOTA 

' 
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